BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur disimpulkan sebagai berikut:
1) Secara Simultan :
Dari hasil analisis dan pembahasan secara simultan diketahui nilai sig =
0.000 sedangkan nilai o = 0,05 sehingga dapat dikatakan nilai signifikannya
lebih kecil dari nilai alpha sehingga HO ditolak dan Ha diterima. Artinya
secara bersama-sama X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Y
2) Secara Parsial :
a. X1 (PAD)
Hasil regresi menunjukan bahwa angka signifikan untuk variabel X1
sebesar 0,341. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0,05
sehingga kaidah pengambilan keputusannya adalah menerima HO dan
menolak Ha, artinya secara parsial X1 tidak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Y
b. X2 (DAU)
Hasil regresi menunjukan bahwa angka signifikan untuk variabel X2
sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tigkat signifikan sebesar 0.05

sechingga kaidah pengambilan keputusanya adalah menolak HO dan
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menerima Ha, artinya bahwa secara parsial X2 berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Y.

6.2 Saran

1.

Untuk meningkatkan belanja daecrah maka pemerintah daerah diharapkan
agar terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk
meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar
terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana alokasi Umum Semaksimal
mungkin.

Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan akan
lebih lengkap dan bervariasi dengan menamba variabel independen lain
baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah, selain

non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.
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